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ABSTRAKSI 
 
Studi ini membahas resolusi konflik antara pengusaha dan pekerja di 
Pabrik Rokok Adi Bungsu Kota Malang. Penelitian ini penting untuk dikaji agar 
dapat memberikan manfaat baik akademis maupun praktis mengenai konflik di 
dunia industri, model resolusi konflik yang efektif, dan hubungan industrial yang 
terbangun pasca resolusi konflik. Penelitian ini menggunakan teori konflik Ralf 
Dahrendorf. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian 
kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
konflik disebabkan oleh pengusaha yang berencana menurunkan THR dan 
menetapkan uang pesangon yang tidak sesuai dengan masa kerja pekerja 
borongan. Resolusi konflik yang ditempuh terkait konflik rencana penurunan 
THR dan konflik penetapan uang pesangon pekerja yang di-PHK dapat 
terselesaikan secara bipartit dengan menerapkan demokrasi industri. Kemudian 
hasil penelitian terkait hubungan industrial antara pekerja dan pemilik pabrik 
pasca resolusi konflik menunjukkan kondisi hubungan yang harmonis. Selain itu, 
pekerja dan pengusaha telah memperbaiki pola pengambilan keputusan sehingga 
berbagai kebijakan yang akan diterapkan di pabrik merupakan hasil dari 
musyawarah bersama. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat 
beberapa konflik laten di pabrik tersebut baik antara mandor dengan pekerja 
maupun antar pekerja kelas bawah pasca terjadinya beberapa konflik terbuka yang 
telah terselesaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa konflik tidak dapat dihindari 
karena konflik merupakan kenyataan sosial di suatu relasi dalam sistem. 
 
 
Kata Kunci: konflik industri, hak normatif, pekerja dan pengusaha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This study discusses about conflict resolution between industrialist and 
employee at Adi Bungsu Cigarette Factory, Malang City. This research is 
important to assess in order to give benefit not only in academic but also in 
practical about conflict that happend in industry, effective conflict resolution 
model, and industrial relation after conflict resolution. This research use Ralf 
Dahrendorf conflict theory and also use qualitative research with a case study 
approach. The result of the study showed that conflict due to industrialist that 
want to decrease lebaran allowances and decision about separation pay that 
inapproppriate with work period of contract employee. Conflict resolution are 
taken related to conflict about the lowering lebaran allowances and conflict about 
decision of separation pay for fired employee can solve bipartitely and apply 
industrial democration. Then the result of this study about the industrial relation 
between employee and factory owners that have a conflict show a harmonious 
relationship. Moreover, employee and industrialist already improved their 
pattern’s of decision-making, so the policy that will be apply in factory is the 
result of deliberation from both of side. The result of the study also showed that 
there are some latent conflict not only between foreman and employee but also 
between employees in lower class after the occurrence of several open conflict 
have been resolved. It shows that conflict can not be avoided because conflict is 
social reality in a relation in the system. 
 
Keywords  : industrial confict, basic rights, employee, and industrialist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
A. Konflik Antara Pengusaha dan Pekerja di Pabrik Rokok: Sebuah 
Kasus Demonstrasi Akibat Pelanggaran Hak Normatif oleh Pengusaha 
di Pabrik Rokok Adi Bungsu Kota Malang 
Secara garis besar, jurnal ilmiah ini mengupas mengenai resolusi konflik 
di industri rokok kretek antara pekerja dan pengusaha di Pabrik Rokok Adi 
Bungsu Kota Malang. Pabrik Rokok Adi Bungsu merupakan salah satu pabrik 
rokok kretek kecil yang bertahan hingga saat ini, namun dengan kondisi yang 
memprihatinkan. Kondisi pabrik menunjukkan bahwa pekerja yang berjumlah 
sedikit dan jam kerja para aktor dalam proses produksi yang semakin berkurang. 
Hal itu disebabkan karena pita cukai yang semakin mahal, persaingan di dunia 
industri rokok semakin ketat, produk yang dihasilkan kalah saing dengan produk 
ternama oleh industri rokok kretek skala besar yang ada di Kota Malang sehingga 
pendapatan yang diperoleh semakin menurun. 
Di sinilah kemudian pengusaha Pabrik Rokok Adi Bungsu berusaha untuk 
mencegah kebangkrutan dengan melakukan efisiensi biaya pengeluaran. Cara 
yang dilakukan oleh pihak pengusaha yaitu mengurangi jumlah pekerja dan tidak 
memenuhi hak normatif pekerja, misalnya pekerja diberi upah di bawah UMK, 
pekerja tidak diikutsertakan dalam  JAMSOSTEK, tidak diberi uang libur hari 
besar, dan pekerja tidak diperbolehkan untuk berserikat misalnya bergabung 
dalam organisai SPSI. 
Pekerja borongan yang notabene telah bekerja kurang lebih 20 tahun di 
pabrik tersebut menerima dan tidak protes dengan tindakan pengusaha yang 
memberikan upah di bawah UMK dan tidak memenuhi hak normatif lainnya. 
Mereka mencoba untuk memaklumi kondisi pabrik yang permintaan pasarnya 
semakin menurun dan menyadari pekerjaan yang mereka lakukan di pabrik 
tersebut tidak terlalu berat. Akan tetapi, pekerja borongan merasa sangat 
dikecewakan dan tidak dihargai ketika pengusaha berencana memberikan uang 
THR dan uang pesangon yang besarannya tidak sesuai dengan masa kerja mereka. 
Adanya perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha di pabrik 
tersebut yang kemudian memicu terjadinya konflik. Kekecewaan akibat tindakan 
pengusaha tersebut menimbulkan kesadaran kolektif di kalangan pekerja untuk 
melakukan perlawanan kepada pengusaha. Kesadaran kolektif pekerja tersebut 
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diwujudkan dengan melakukan aksi protes berupa demonstrasi. Ada beberapa 
perlawanan yang dilakukan oleh pekerja karena aspirasi mereka tidak tercapai 
dengan baik. Pada bulan September 2011, para pekerja di Pabrik Rokok Adi 
Bungsu melakukan demonstrasi di depan pabrik ketika pengusaha berencana 
menurunkan THR pekerja borongan yang pada tahun sebelumnya THR diberikan 
sebesar Rp. 1.800.000,- menjadi Rp. 1.100.000,-. Pekerja juga mengancam 
apabila THR diturunkan maka mereka akan melakukan mogok kerja. 
Kemudian pada akhir Februari 2012, sekitar 40 pekerja borongan bagian 
penggilingan di-PHK karena bergabung dalam SPSI dan pengusaha berencana 
memberikan pesangon yang tidak sesuai dengan lamanya masa kerja pekerja. Para 
pekerja yang telah di-PHK melakukan demonstrasi di depan Balai Kota Malang 
dan mengadu ke pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang 
mengenai perlakuan pengusaha yang dianggap telah melanggar hak normatif 
pekerja. 
Penelitian ini berusaha untuk mengkaji kasus konflik industrial di Pabrik 
Rokok Adi Bungsu mulai dari resolusi konflik hingga kondisi hubungan industrial 
di pabrik tersebut pasca resolusi konflik. Peneliti memiliki tujuan untuk 
memperoleh pemahaman yang komprehensif dan utuh mengenai resolusi konflik 
yang telah dilakukan oleh pengusaha dan pekerja di Pabrik Rokok Adi Bungsu 
serta dapat mengungkap perubahan yang terjadi terutama mengenai hubungan 
industrial baik antara kedua belah pihak yang pernah berkonflik maupun 
hubungan industrial antar aktor dalam kegiatan produksi di pabrik tersebut pasca 
resolusi konflik. 
Setelah dilakukan resolusi konflik, terdapat kemungkinan hubungan 
industrial yang terbangun antara pihak yang pernah berkonflik di Pabrik Rokok 
Adi Bungsu semakin baik. Apabila hubungan industrial semakin baik maka 
resolusi konflik telah membawa perubahan menuju pada kondisi yang lebih baik 
antara pengusaha dan pekerja di pabrik tersebut serta kedua belah pihak berhasil 
membangun suatu hubungan baru. Namun, jika konflik kembali terjadi di antara 
kedua belah pihak maka dapat diketahui bahwa konflik kepentingan antara pihak 
yang memiliki wewenang dan pihak yang tidak memiliki wewenang menjadi fakta 
yang tidak dapat dihindari. Apabila konflik terjadi kembali dengan isu yang lain 
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antar aktor dalam kegiatan produksi di pabrik tesebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa konflik menjadi kenyataan sosial di dalam dunia industri. 
Kajian tersebut peneliti tuangkan penelitian yang berjudul “Resolusi 
Konflik antara Pengusaha dan Pekerja di Pabrik Rokok (Studi Kasus 
Mengenai Demonstrasi Pekerja Akibat Pelanggaran Hak Normatif yang 
Dilakukan oleh Pengusaha di Pabrik Rokok Adi Bungsu Kota Malang)”. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pertanyaan yang 
dirumuskan ke dalam rumusan masalah dari penelitian ini adalah pertama 
bagaimana resolusi yang telah ditempuh untuk menyelesaikan konflik antara 
pengusaha dan pekerja di Pabrik Rokok Adi Bungsu. Lebih lanjut penelitian ini 
ingin mengungkap bagaimana kondisi hubungan industrial di Pabrik Rokok Adi 
Bungsu pasca resolusi konflik. 
Melalui jurnal ilmiah ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara 
teoritis dan praktis. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang sosiologi yang 
mengkaji kasus konflik industrial antara pengusaha dan pekerja, kemudian 
mengulas resolusi konflik sebagai upaya penyelesaian konflik secara efektif 
dalam suatu perusahaan, serta mengungkap kondisi hubungan industrial pasca 
resolusi konflik. Secara praktis diharapkan dapat menemukan model atau bentuk 
resolusi konflik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik industrial 
antara pihak pengusaha dan pekerja serta membawa perubahan menuju integrasi 
sosial dalam perusahaan industrial. 
Penelitian ini menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf untuk mengupas 
resolusi konflik yang terjadi di Pabrik Rokok Adi Bungsu. Dahrendorf (1986) 
mengungkapkan bahwa resolusi konflik di dunia industri dapat dilakukan melalui 
demokrasi industri oleh kedua belah pihak yang berkonflikdi meja perundingan. 
Demokrasi industri dapat dilakukan dengan cara pihak yang memiliki wewenang 
tidak mendominasi pihak yang tidak memiliki wewenang di meja perundingan, 
bersedia memberi kesempatan kepada pihak yang tidak memiliki wewenang untuk 
mengungkapkan apa yang mereka harapkan. Kemudian kedua belah pihak yang 
berkonflik mengungkapkan secara terbuka mengenai apa yang mereka inginkan. 
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Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kasus dalam penelitian studi 
kasus harus memenuhi dua hal, yaitu spesifik dan memiliki batasan (bounded 
system) (Salim, 2006). Dalam penelitian ini, kespesifikan kasus yang dipilih oleh 
peneliti adalah latar belakang konflik yang akan diteliti oleh peneliti merupakan 
konflik yang berbeda dengan konflik industri pada umumnya. Pada umumnya, 
konflik yang terjadi cenderung pada aspek pengupahan. Keunikan tersebut dapat 
dilihat dari konflik yang terjadi di Pabrik Rokok Adi Bungsu baik rencana 
penurunan THR maupun penetapan uang pesangon pekerja yang dilakukan oleh 
pengusaha. THR dan uang pesangon sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan 
kepentingan ekonomi pekerja namun juga penghargaan yang harus diperoleh 
pekerja sesuai dengan masa kerja mereka. 
Batasan kasus penelitian ini meliputi pemetaan konflik terkait kasus 
penurunan THR maupun konflik penetapan uang pesangon, kemudian resolusi 
yang ditempuh dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut serta hubungan 
industrial pasca resolusi konflik baik pihak yang pernah berkonflik maupun pihak-
pihak yang terlibat dalam proses produksi di pabrik tersebut. Sehingga diperoleh 
pemahaman yang mendetail dan menyeluruh terkait kajian konflik industri. 
Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus 
intrinsik, desain kasus tunggal terjalin serta model kajian tipe studi kasus 
deskriptif. Desain studi kasus tunggal terjalin digunakan untuk penyingkapan 
suatu kasus yang hanya berlangsung dalam suatu lingkungan sosial tertentu dan 
peneliti mempunyai kesempatan mengamati dan menganalisis kasus yang belum 
diungkap secara menyeluruh oleh peneliti sebelumnya serta analisisnya mencakup 
permasalahan serta utuh (Yin, 2012). Alasan peneliti menggunakan desain studi 
kasus tunggal terjalin karena hanya memfokuskan pada satu kasus tunggal yakni 
resolusi konflik industri di Pabrik Rokok Adi Bungsu.  
Pemilihan desain tunggal terjalin dalam penelitian ini karena meskipun 
hanya memfokuskan pada satu kasus konflik di lingkungan industrial yakni 
resolusi konflik antara pekerja dan pengusaha di Pabrik Rokok Adi Bungsu, 
namun mencakup lebih dari satu unit analisis yang saling memiliki keterkaitan 
seperti: kepentingan laten pekerja, kepentingan manifes yang ditujukan melalui 
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aksi demonstrasi, keterlibatan mandor dan personalia dalam konflik, keterlibatan 
SPSI dalam konflik uang pesangon, mediasi oleh pihak DISNAKER dalam upaya 
tripartit, dan hubungan industrial yang terbangun pasca resolusi konflik. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
wawancara semi-terstruktur, observasi partisipasi pasif, dan dokumentasi. Dalam 
menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive. Teknik purposive 
adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih 
orang-orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang 
diperlukan (Sugiyono, 2010).  
B. Realitas Sosial di Pabrik Rokok Adi Bungsu 
Pekerja di Pabrik Rokok Adi Bungsu terbagi menjadi pekerja kerah putih 
(white-collar) dan pekerja kerah biru (blue-collar). Pekerja kerah putih meliputi 
mandor dan personalia sedangkan pekerja kerah bawah adalah pekerja produksi. 
Pekerja kerah putih memilih untuk berkooperasi dengan pemilik pabrik. Pekerja 
white-collar tidak lagi merasa bahwa mereka adalah proletariat industri. Mandor 
dan personalia memiliki kekuasaan untuk mengendalikan sarana produksi dan 
memberikan perintah serta sanksi kepada pekerja kerah biru. Inilah yang 
kemudian disebut oleh Dahrendorf (1986) sebagai dekomposisi tenaga kerja. Pada 
akhirnya menyebabkan perubahan komposisi kelompok-kelompok yang terlibat di 
dalam pertentangan. Pekerja sebagai kaum proletariat tidak lagi berlawanan 
dengan satu kelas kapitalis yang homogen. 
Adanya pemupukan rasa kesadaran diri di kalangan pekerja kelas bawah. 
Mereka sebagai pihak subordinat harus mengikuti aturan yang berlaku dan pasrah 
sehingga mereka tidak memiliki kepentingan untuk mengubah kondisi tersebut. 
Mereka pasrah dengan tindakan pengusaha yang memberikan upah di bawah 
Upah Minimum Kota (UMK), tidak diikutsertakan dalam JAMSOSTEK, dan 
tidak diberi uang libur di hari besar. 
Pekerja kelas bawah memiliki kepercayaan bahwa kerja keras di Pabrik 
Rokok Adi Bungsu akan memperoleh ganjaran dalam bentuk THR maupun uang 
pesangon sesuai dengan masa kerja yang sudah berpuluh tahun. Terlebih lagi 
THR tidak hanya menyangkut nilai ekonomi, namun THR juga budaya yang telah 
melekat pada diri masing-masing pekerja. Mereka menganggap bahwa ketika hari 
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raya keperluan semakin meningkat sehingga membutuhkan uang yang banyak 
untuk dapat memenuhinya. Oleh karena itu, mereka menolak apabila pengusaha 
berusaha untuk menurunkan THR. 
Selain itu, Paguyuban Karyawan yang digunakan sebagai koperasi simpan 
pinjam telah “mati” sehingga tidak ada lagi wadah yang dapat meringankan beban 
mereka dan kesejahteraan pekerja semakin tidak terpenuhi. Sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Asikin, Wahab, Husni, dan Asyadie (1994) bahwa hakikat 
didirikan suatu organisasi dalam suatu perusahaan tidak hanya digunakan untuk 
memperjuangkan hak pekerja atau melindungi dan memperjuangkan kepentingan 
pekerja kepada majikan akan tetapi juga berguna untuk mensejahterakan pekerja 
lewat didirikannya koperasi simpan pinjam sehingga dapat meringankan 
kehidupan pekerja dengan jalan mengadakan koperasi. 
Pengusaha bahkan dalam memberikan fasilitas kepada pekerja tidak secara 
maksimal. Adanya kondisi paguyuban yang dahulu digunakan sebagai koperasi 
simpan pinjam kini telah mati menunjukkan bahwa fasilitas yang diberikan 
kepada pekerja tersebut tidak dikelola secara maksimal. Selain itu, fasilitas seperti 
klinik ternyata juga tidak kemudian dapat digunakan oleh para pekerja secara 
leluasa karena mereka dikenakan biaya jika ingin berobat. Sehingga ketika sakit, 
para pekerja lebih memilih berobat ke puskesmas karena fasilitas pengobatan di 
klinik kurang memadai. 
Pekerja juga harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak diizinkan 
untuk berbagung dalam serikat kerja. Apabila pekerja tetap bersikeras bergabung 
dalam serikat kerja maka pengusaha akan melakukan PHK. Sesungguhnya 
pengusaha juga telah melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan pada pasal 153 yang berisi larangan pengusaha melakukan PHK 
kepada pekerja yang bergabung dalam serikat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa 
pekerja telah menutup akses pekerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka. 
Pada akhirnya pekerja tidak memiliki kekuatan perwakilan pekerja di dalam meja 
perundingan ketika menentukan THR dan tunjangan lainnya. 
Tidak tercapainya kesepakatan mengenai penentuan besaran THR dan 
uang pesangon yang dilakukan antara pengusaha dan pekerja di meja perundingan 
telah menyebabkan konflik yang pada akhirnya berujung pada aksi protes yakni 
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demonstrasi. Pengurus SPSI yang sebelumnya telah memberikan janji-janji 
kepada pekerja yang telah bergabung menjadi anggota SPSI tidak menepati janji-
janji tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa pengurus SPSI tidak berjalan 
secara efektif. Pengurus SPSI tidak membantu memperjuangkan uang pesangon 
para pekerja yang di PHK oleh pengusaha karena bergabung dalam SPSI. 
Terungkap bahwa pengurus SPSI melakukan negosiasi/kesepakatan informal 
(ilegal) dengan pengusaha Pabrik Rokok Adi Bungsu agar pengurus SPSI tidak 
membantu pekerja. 
Dapat diketahui bahwa konflik terkait THR melibatkan aktor pekerja 
borongan dan pengusaha. Pekerja borongan baik pekerja pengepakan dan pekerja 
penggilingan memiliki hubungan yang konfliktual dengan kelompok pengusaha 
yang terdiri dari pemilik, personalia dan mandor. Peran dari pekerja borongan 
dalam konflik tersebut yaitu yang melakukan penuntutan agar THR tidak 
diturunkan dengan melakukan tindakan kolektif berupa aksi demonstrasi di depan 
pabrik. Sedangkan peran kelompok pengusaha dalam konflik tersebut sebagai 
pihak yang menentang kenaikan THR dan demonstrasi yang dilakukan oleh para 
pekerja borongan. 
Konflik terkait uang pesangon melibatkan aktor yakni pekerja yang 
memiliki peran menuntut uang pesangon yang layak sesuai dengan masa kerja 
mereka. Sebelum pekerja yang mengikuti SPSI di-PHK mereka diancam oleh 
mandor untuk berhenti dari anggota SPSI dengan menyerahkan kartu anggota 
SPSI ke mandor, apabila pekerja tidak menjalankan apa yang diperintahkan 
mandor maka mereka akan di skors selama tiga minggu kemudian akan di-PHK. 
Dalam kasus ini mandor masuk golongan pengusaha, sebagaimana diketahui 
bahwa pengusaha bukan lagi hanya pemilik alat kerja dan modal pabrik saja 
namun pihak yang dapat mengendalikan pekerja proletariat juga termasuk 
pengusaha.  
Peran pengusaha yang terdiri dari mandor dan pemilik dalam konflik ini 
yaitu menentang usulan uang pesangon yang diajukan oleh pekerja. Tidak 
diperolehnya pertolongan dari pengurus SPSI membuat pekerja melakukan aksi 
demonstrasi karena aksi tersebut merupakan satu-satunya kekuataan untuk 
menekan pengusaha. Kemudian, pekerja juga melakukan pengaduan ke 
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DISNAKER. Sehingga aktor yang juga terlibat dalam konflik tersebut adalah 
DISNAKER Kota Malang. Pihak DISNAKER berperan sebagai lembaga tripartit 
dalam penyelesaian konflik antara pengusaha dan pekerja terkait penentuan uang 
pesangon.  
C. Resolusi Konflik di Pabrik Rokok Adi Bungsu Kota Malang 
Penyelesaian konflik penting untuk dilakukan agar konflik tidak berubah 
menjadi tindakan kekerasan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dalam 
resolusi konflik terkait kasus rencana penurunan THR ada beberapa aktor yang 
terlibat, perwakilan pekerja borongan terdiri dari satu orang bagian penggilingan 
bernama Utami dan satu orang dari bagian pengepakan yaitu Tutus, sedangkan 
dari pihak perusahaan terdiri dari pemilik pabrik, Lucky selaku personalia yang 
dipercayai oleh pemilik pabrik untuk memimpin rapat, dan mandor penggilingan 
yaitu Mega, mandor pengepakan yaitu Mawar, dan mandor harian bernama Andri. 
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Dahrendorf (1986) bahwa upaya penyelesaian 
konflik dalam perusahaan (industri) dapat dilakukan dengan cara membentuk 
badan-badan perunding yang di dalamnya terdapat wakil-wakil dari kedua 
kelompok yang bertentangan yang telah terorganisasi dan mengupayakan untuk 
memecahkan penyebab terjadinya konflik secara bersama yang pada akhirnya 
dapat meredakan suatu pertentangan. 
Penyelesaian konflik terkait rencana penurunan THR pekerja ditempuh 
melalui jalur perundingan bipartit. Perundingan bipartit merupakan sarana bagi 
pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari jalan keluar dan mencoba 
memecahkan konflik yang terjadi tanpa adanya pihak luar yang menjadi penengah 
atau bahkan pihak yang berwenang mengambil keputusan apabila kedua belah 
pihak tidak menemukan titik kesepakatan (Nawawi, 2009). 
Dahrendorf (1986) juga mengungkapkan bahwa dalam proses 
penyelesaian konflik di meja perundingan seringkali diwarnai perselisihan 
pendapat karena salah satu atau kedua belah pihak saling mempertahankan 
kepentingannya. Pada akhirnya seringkali perundingan antara majikan dan buruh 
mengalami kegagalan dan menimbulkan pertentangan yang semakin besar. Dalam 
kasus ini, upaya penyelesaian konflik antara pekerja borongan dan pengusaha di 
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Pabrik Rokok Adi Bungsu juga terjadi perselisihan pendapat dalam perundingan 
karena pengusaha tidak menerima usulan yang diajukan oleh pekerja borongan. 
Pekerja mengancam akan melakukan aksi pemogokan apabila pengusaha 
tetap menurunkan THR. Pekerja di pabrik tersebut tidak memiliki serikat pekerja 
sebagai wadah yang mempunyai kekuataan untuk membantu pekerja ketika 
dilakukan perundingan dengan pihak pengusaha yang memiliki kekuatan lebih 
besar secara finansial dan wewenang. 
Pekerja di Pabrik Rokok Adi Bungsu memiliki sifat yang lemah baik dari 
segi ekonomi maupun kedudukan dalam perusahaan sehingga mereka tampak 
kesulitan dalam memperjuangkan THR di meja perundingan karena mereka tidak 
terorganisir dalam suatu perserikatan. Sehingga senjata satu-satunya yang mereka 
miliki adalah mengancam akan melakukan pemogokan ketika apa yang mereka 
sampaikan kepada pengusaha tidak terpenuhi. Hal tersebut merupakan suatu 
strategi kaum pekerja untuk menekan pengusaha sehingga diharapkan pengusaha 
dapat mempertimbangkan kembali rencana penurunan THR tersebut.  
Pengusaha bersikeras untuk tetap memberikan THR sebesar Rp. 
1.100.000,- kepada pekerja. Di sini terlihat bahwa pengusaha berusaha untuk 
meminimalisir segala bentuk biaya pengeluaran sebagaimana tujuan dari 
pengusaha adalah memperoleh keuntungan yang maksimal tanpa memperhatikan 
nasib pekerja. Di sisi lain, pekerja juga tetap mempertahankan usulannya tersebut. 
Pekerja juga merasa bahwa suara-suara ketidaksepakatan mereka dalam rencana 
penurunan THR tidak didengar oleh pengusaha sehingga menimbulkan 
kekecewaan dan membuat mereka harus mengancam pihak pengusaha. 
Setelah kedua belah pihak sama-sama berselisih pendapat dan tidak 
kunjung memperoleh kesepakatan bersama kemudian kembali diupayakanlah 
penyelesaian konflik tersebut agar masalah THR tidak berlarut-larut yang 
nantinya dapat menganggu kegiatan produksi atau bahkan menimbulkan 
kekerasan. Kedua belah pihak mengupayakan pemecahan masalah tersebut tanpa 
merugikan kepentingan salah satu pihak sehingga keputusan yang diperoleh 
menghasilkan suatu kepuasan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Miller dan 
Form (1964) dalam rangka menyelesaikan suatu masalah, kedua belah pihak 
menginginkan penyelesaian yang adil dan berimbang. 
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Pihak pekerja mulai mengurangi tuntutan dan pengusaha sudah tidak 
bersikeras untuk menurunkan THR. Pada saat perundingan tersebut kedua belah 
pihak berinisiatif mengkomunikasikan alasan-alasan mengapa pihak satu tidak 
setuju dengan usulan pihak lain dan menyuarakan apa yang menjadi keinginan 
mereka. Baik pengusaha maupun pekerja leluasa mengeluarkan pendapat dalam 
upaya mencari jalan keluar guna terselesaikan konflik tersebut. Inilah yang 
kemudian disebut oleh Dahrendorf (1986) sebagai demokrasi industri dalam 
penyelesaian konflik. Resolusi konflik dapat dilakukan melalui demokrasi industri 
oleh kedua belah pihak di dalam meja perundingan. 
Pengusaha dan pekerja di Pabrik Rokok Adi Bungsu secara bersama-sama 
mencari penyelesaian konflik melalui upaya tawar-menawar sehingga 
meminimalisir terjadinya kerugian pada salah satu pihak. Dahrendorf (1986) juga 
menjelaskan bahwa tawar menawar yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang 
sedang melakukan upaya penyelesaian konflik merupakan suatu penerapan 
demokrasi industri dalam meja perundingan. Dengan menerapkan demokrasi 
industri dalam upaya memecahkan konflik maka kedua belah pihak dapat 
mencapai suatu penyelesaian konflik. Dalam tawar-menawar mengenai besaran 
THR tersebut dilakukan suatu proses akomodasi berupa kompromi sehingga 
kedua belah pihak bersedia untuk saling menurunkan tuntutannya dan 
memperoleh kesepakatan bersama. 
Resolusi konflik secara bipartit antara pekerja dan pengusaha tersebut 
dapat ditempuh melalui demokrasi industri. Demokrasi industri dapat terlihat 
ketika personalia sebagai pihak pengusaha yang memiliki wewenang dan pekerja 
borongan sebagai pihak yang tidak memiliki wewenang sama-sama menyuarakan 
secara terbuka apa yang menjadi aspirasi mereka kemudian diupayakan 
penyelesaian melalui tawar-menawar secara kolektif. Resolusi tersebut telah 
ditempuh oleh kedua belah pihak yang berkonflik dengan cara kompromi, di mana 
pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar meredakan suatu 
pertentangan dan tercapai suatu penyelesaian konflik yang ada. Dasar untuk dapat 
melaksanakan kompromi adalah salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan 
memahami keadaan pihak lainnya. 
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Resolusi yang diperoleh dari hasil musyawarah tersebut yaitu pihak 
pengusaha tetap memberikan THR sesuai dengan tahun sebelumnya sejumlah Rp. 
1.800.000,- akan tetapi pemberiannya diangsur dua kali karena kondisi 
perusahaan yang semakin sepi sehingga pengusaha tidak sanggup apabila THR 
diberikan secara kontan pada saat sebelum lebaran dan pekerja menyetujui hal 
tersebut. Di sinilah terlihat bahwa pekerja bersedia untuk memaklumi dan 
memahami kondisi perusahaan yang sedang mengalami penurunan pendapatan 
dan permintaan pasar yang semakin menurun. 
Ketersediaan untuk memahami pihak lain juga terlihat ketika pengusaha 
tetap memberikan uang THR seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 
1.800.000,- sehingga THR yang akan diperoleh pekerja tidak mengalami 
penurunan. Pengusaha bersedia untuk memahami kepentingan pekerja yaitu 
perolehan hak agar kebutuhan mereka dapat dipenuhi dengan baik. Akhirnya 
kedua belah pihak dapat menyepakati keputusan yang dirumuskan bersama 
sehingga konflik mengenai penetapan THR dapat terselesaikan melalui negosiasi 
bipartit dengan menerapkan demokrasi industri di meja perundingan. 
Setelah mengupas mengenai resolusi konflik terkait penentuan THR antara 
pekerja dan pengusaha, lebih lanjut peneliti akan mengungkap mengenai resolusi 
konflik antara pengusaha dan pekerja yang di-PHK dalam menentuak uang 
pesangon. Perlu diketahui bahwa resolusi konflik mengenai penetapan pesangon 
pekerja berdurasi cukup lama karena pihak pekerja dan pihak pengusaha sama-
sama mempertahankan kepentingannya. Upaya tripartit juga telah ditempuh akan 
tetapi belum juga memperoleh suatu kesepakatan dalam menentukan uang 
pesangon oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Kedua belah pihak bersikeras 
untuk mempertahankan kepentingannya. Sebagaimana diketahui bahwa 
kepentingan mereka saling bertentangan sehingga kedua belah pihak percaya 
bahwa aspirasi mereka tidak akan tercapai secara simultan. 
Pekerja mengalami kekecewaan yang mendalam pada saat itu. 
Kekecewaan disebabkan karena pihak pengusaha tidak bersedia memberikan uang 
pesangon sesuai harapan mereka. Kemudian disusul oleh tindakan pengurus SPSI 
yang tidak menepati janjinya sehingga konflik semakin melebar. Setelah 
melakukan pengaduan ke kantor SPSI dan tidak memperoleh hasil yang 
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memuaskan membuat pekerja yang mengalami PHK melakukan demonstrasi dan 
disusul dengan tindakan mereka melapor ke DISNAKER untuk mengadukan 
permasalahan  tersebut. Di sini dapat digarisbawahi bahwa para pekerja 
melakukan berbagai tindakan untuk memperoleh uang pesangon sesuai dengan 
harapan mereka. 
Dalam kasus ini, lembaga tripartit yang ditempuh adalah mediasi. Dalam 
upaya mediasi terdapat campur tangan pihak lain (ketiga) dari pihak netral yang 
ditujukan untuk membantu dalam menyelesaikan konflik dan mengusahakan suatu 
penyelesaian secara damai. Campur tangan pihak lain dalam konflik di Pabrik 
Rokok Adi Bungsu terkait penetapan uang pesangon untuk pekerja yang di-PHK 
menggunakan fasilitasi mediasi dari pihak Dinas Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi (DISNAKER) Kota Malang. 
Pada proses tripartit antara pekerja dan pengusaha masih saling 
mempertahankan kepentingannya. Mediator telah mengupayakan agar antara 
pekerja dan pengusaha dapat mencapai kesepakatan dengan memberikan nasehat 
kepada pihak-pihak yang berkonflik. Akan tetapi, penyelesaian konflik melalui 
proses mediasi tidak dapat tercapai karena kedua belah pihak masih bersikeras 
untuk mempertahankan kepentingannya.  
Setelah dilakukan proses tripartit yang akhirnya tidak menghasilkan suatu 
kesepakatan, penyelesaian konflik dilanjutkan melalui proses bipartit dalam 
lingkup perusahaan. Pengusaha dan pekerja berupaya untuk mencari jalan keluar 
agar dapat tercapai kesepakatan bersama melalui jalur bipartit. Hal itu disebabkan 
karena sesungguhnya kedua belah pihak menginginkan penyelesaian konflik dapat 
segera terselesaikan agar konflik tidak berlarut-larut karena banyak hal lain yang 
harus diselesaikan. Dapat disimpulkan bahwa dalam perundingan bipartit dan 
tripartit yang sebelumnya ditempuh, kedua pihak sama-sama mempertahankan 
kepentingannya. 
Dari hasil penelitian ini diperoleh informasi bahwa akhirnya melalui 
perundingan bipartit yang kira-kira dilakukan pada bulan Maret 2012 dapat 
mencapai suatu kesepakatan bersama sehingga konflik terkait penetapan uang 
pesangon dapat terselesaikan. Kesepakatan bersama tercapai karena pada saat itu, 
kedua belah pihak telah bersedia untuk tidak bersikeras mempertahankan 
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kepentingannya. Dalam perundingan tersebut, kedua pihak yang telah sama-sama 
mengungkapkan tentang apa yang mereka inginkan kemudian dilakukan upaya 
tawar-menawar secara kolektif. Proses perundingan seperti itulah disebut oleh 
Dahrendorf (1986) sebagai demokrasi industri dalam upaya menyelesaikan 
konflik. Demokrasi industri menyiratkan suatu cara yang efektif untuk mencapai 
suatu resolusi konflik yang baik karena keputusan dirumuskan secara bersama 
oleh pihak yang terlibat sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama dan tidak 
menimbulkan kekecewaan di kalangan salah satu pihak. 
Berdasarkan resolusi konflik yang telah ditempuh oleh pengusaha dan 
pekerja di Pabrik Rokok Adi Bungsu dapat diperoleh suatu proposisi teoritis 
bahwa apabila kedua belah pihak yang sedang berupaya menyelesaikan konflik 
bersedia menerapkan demokrasi industri di meja perundingan dengan cara 
mengungkapkan secara terbuka apa yang menjadi kepentingan mereka dan 
mengutarakan segala aspirasinya kemudian kedua belah pihak melakukan tawar-
menawar dengan saling mengurangi tuntutan maka resolusi konflik dapat tercapai 
secara simultan dan konflik dapat terselesaikan dengan baik. 
Setelah membahas mengenai resolusi konflik, peneliti berusaha untuk 
mengungkap hubungan industrial pihak-pihak yang pernah berkonflik pasca 
resolusi konflik, yaitu antara pekerja dan pengusaha. Pekerja dalam hal ini adalah 
pekerja borongan yang terdiri dari pekerja bagian penggilingan dan pengepakan 
sedangkan pengusaha terdiri dari pemilik dan mandor. Sebagaimana diketahui 
dalam suatu resolusi konflik diupayakan untuk memecahkan penyebab terjadinya 
konflik dan kedua belah pihak dapat menciptakan suatu hubungan baru yang bisa 
tahan lama. 
Dari hasil pengamatan peneliti, setelah terjadi konflik diupayakan oleh 
kedua belah pihak yang pernah berkonflik yaitu pengusaha dan pekerja untuk 
memperbaiki pola pengambilan keputusan. Musyawarah penentuan hak pekerja 
yaitu THR tahun 2012 dan 2013 berbeda dengan musyawarah pada tahun 2011 
yang kemudian menyebabkan terjadinya konflik. Perbedaan tersebut terlihat 
ketika kedua belah pihak menerapkan demokrasi industri pada waktu musyawarah 
penentuan THR tahun 2012 dan 2013. Sehingga keputusan yang diperoleh tidak 
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merupakan kesepakatan bersama yang pada akhirnya tidak ada pihak yang merasa 
dirugikan. 
Setelah mengetahui bahwa terdapat perbaikan dalam pola pengambilan 
keputusan antara pekerja dan pengusaha pasca resolusi konflik, kemudian peneliti 
mengkaji mengenai hubungan industrial pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 
produksi di Pabrik Rokok Adi Bungsu pasca dilakukan resolusi konflik baik 
terkait konflik THR maupun uang pesangon. Terutama hubungan industrial pasca 
resolusi konflik antara pekerja dan pengusaha, baik hubungan antara pemilik 
pabrik dengan pekerja maupun pekerja dengan para mandor selaku pihak yang 
mengendalikan sarana produksi dan pekerja.  
Hubungan industrial antara pekerja dan pemilik pabrik pasca resolusi 
konflik di Pabrik Rokok Adi Bungsu tampak harmonis dan damai. Adanya 
keadaan harmonis antara pemilik dan pekerja wajar terjadi karena pemilik Pabrik 
Rokok Adi Bungsu jarang bertemu dengan pekerja. Hasil wawancara semi 
terstruktur dan observasi partisipasi pasif menunjukkan bahwa pekerja melakukan 
interaksi dengan pemilik hanya ketika diadakan rapat tahunan, baik perundingan 
terkait besaran upah maupun THR sehingga potensi konflik yang terjadi semakin 
kecil. Sebagaimana diketahui bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat 
dihindari sebagai konsekuensi logis akibat adanya interaksi manusia (Kuspriandi, 
2009). 
D. Hubungan Industrial Pasca Resolusi Konflik 
Sebagaimana diketahui bahwa mandor masuk pada golongan pengusaha 
karena mereka mengendalikan sarana-sarana produksi meskipun perusahaan 
tersebut bukan miliknya. Pada akhirnya, mandor di Pabrik Rokok Adi Bungsu 
memiliki wewenang untuk memberikan perintah dan sanksi kepada pekerja dalam 
kegiatan produksi. Adanya dekomposisi tenaga kerja dalam masyarakat industri 
modern membuat mandor menganggap dirinya bukan lagi proletariat industri 
namun sebagai pengendali sarana produksi serta pekerja. Sehingga menimbulkan 
adanya pembagian kelas yaitu mandor sebagai pihak yang memiliki wewenang 
dan pekerja sebagai pihak yang tidak memiliki wewenang dalam kegiatan 
produksi di Pabrik Rokok Adi Bungsu. Hal tersebut yang dapat berpotensi 
menghadirkan konflik  
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Hubungan industrial pekerja dan mandor merupakan hubungan pihak yang 
memiliki wewenang dengan pihak yang tidak memiliki wewenang sehingga 
seringkali menimbulkan potensi konflik pada setiap waktu. Apalagi mandor dan 
pekerja sama-sama terlibat dalam kegiatan produksi dan melakukan interaksi 
sehingga potensi konflik semakin besar. Hal tersebut juga disebabkan karena 
mereka memiliki kepentingan yang substansinya selalu berbeda dan bertentangan. 
Pekerja sebagai pihak yang tidak memiliki wewenang harus menjalankan 
apapun yang diperintahkan karena sanksi berlaku bagi yang tidak menjalankan 
perintah yang telah diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi 
dijatuhkan ke pekerja dengan cara pemberian jatah pengerjaan rokok yang 
semakin sedikit kepada pekerja yang hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan 
keinginan mandor. Pekerja dituntut untuk dapat mengemas rokok sesuai dengan 
kriteria yang telah ditentukan oleh mandor. Di sinilah dapat terlihat bahwa pekerja 
yang hanya sebagai buruh produksi dan menjadi pihak yang sering kali 
memperoleh perintah dan sanksi oleh mandor yang dapat mengendalikan sarana 
produksi di pabrik tersebut. 
Tindakan mandor tersebut sering menimbulkan rasa sakit hati di kalangan 
pekerja borongan. Inilah yang kemudian dapat disebut sebagai konflik laten antara 
pekerja dengan mandor karena kalangan pekerja sebagai pihak yang tidak 
memiliki wewenang lebih memilih untuk menerima apapun perlakuan mandor ke 
mereka sehingga konflik dipendam dalam diri individu masing-masing pekerja. 
Dari observasi partisipasi pasif yang dilakukan oleh peneliti mengenai interaksi 
antara pekerja borongan dengan mandor diperoleh gambaran bahwa hubungan 
kerja tampak harmonis akan tetapi setelah peneliti melakukan wawancara ternyata 
kedua belah pihak mengalami konflik laten dalam kegiatan produksi di pabrik 
tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Dahrendorf (dalam Poloma, 2000) 
bahwa adanya hubungan wewenang yang menyangkut bawahan dan atasan dapat 
melahirkan kelas-kelas dalam sistem tersebut.  
Mandor menjadi pihak yang memanfaatkan wewenang yang dimiliki untuk 
memberikan perintah dengan sesuka hati dan pekerja sebagai pihak subodinasi 
yang harus menjalankan perintah yang telah diberikan oleh atasan. Sehingga 
hubungan industrial yang terbangun di pabrik tersebut menjadi arena dari 
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dominasi dan konflik. Kekecewaan tidak hanya disebabkan karena kesewenangan 
mandor dalam memerintah pekerja. Tindakan mandor pengepakan yang sering 
mengurangi jatah dalam pengerjaan rokok ke sebagian pekerja yang dianggap 
tidak dapat mengepak rokok dengan baik juga menimbulkan suatu suatu 
kekecewaaan yang pada akhirnya menjadi konflik laten antar pekerja borongan 
kepada mandor.  
Pekerja memilih untuk menyimpan kekecewaan tersebut karena mereka 
meyakini mandor menjadi salah satu pihak yang dapat menentukan masa depan 
mereka di pabrik tersebut. Hal tersebut dikarenakan mandor-mandor yang ada di 
pabrik tersebut memiliki kuasa atas alat kerja dan modal sehingga pekerja 
beranggapan bahwa mandor memiliki wewenang untuk dapat menentukan apa 
saja yang mereka mau termasuk dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 
Perlu diketahui bahwa mandor memilih untuk berkooperasi dengan pemilik pabrik 
serta melakukan dan memanfaatkan wewenang yang telah didelegasikan oleh 
pemilik untuk mengatur jalannya kegiatan produksi rokok baik SKM dan SKT di 
Pabrik Rokok Adi Bungsu.  
Sebagaimana diketahui bahwa pemilik pabrik sudah tidak ikut campur 
mengenai kegiatan pabrik karena mereka telah menempatkan mandor sebagai 
pengendali sarana produksi dan pekerja. Dapat dilihat dari beberapa pernyataan 
mandor yang telah dipaparkan sebelumnya tersirat bahwa mandor secara leluasa 
memberikan perintah kepada pekerja. Sehingga mandor juga memiliki andil besar 
dalam menentukan masa depan pekerja di pabrik tersebut, baik terkait 
kesejahteraan mereka maupun status mereka di pabrik tersebut.  
Struktur yang terbangun di Pabrik Rokok Adi Bungsu menyiratkan bahwa 
pemilik hanya sebagai si kapitalis tanpa fungsi. Mereka merupakan pemilik alat 
kerja dan modal namun mereka tidak ikut serta dalam kegiatan produksi yang 
berlangsung di pabrik tersebut. Adanya dekomposisi tenaga kerja memunculkan 
kelas mandor sebagai si fungsionaris tanpa kapital.  Mandor memiliki hak untuk 
memimpin dan bertindak atas nama kelompok untuk melakukan penundukan 
terhadap pekerja. Mandor juga memiliki tujuan untuk mempertahankan posisi 
yang ada. Pada akhirnya, terdapat perubahan komposisi kelompok-kelompok yang 
terlibat konflik. Pekerja tidak lagi berkonflik dengan kapitalis homogen namun 
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juga bertentangan dengan si fungsionaris tanpa fungsi yang memberikan perintah 
dan sanksi kepada mereka dalam kegiatan produksi. 
Adanya stratifikasi inilah yang pada akhirnya juga menyebabkan 
sekelompok orang yang berada pada tingkatan yang paling bawah memupuk 
dalam diri mereka suatu kesadaran diri. Dahrendorf (dalam Susan, 2010) 
menyatakan bahwa pekerja dibuat sadar akan posisi mereka dalam kegiatan kerja 
yang sering kali membuat mereka tidak berdaya dalam mengubah struktur yang 
sama sekali tidak berpihak kepada mereka. Mereka hanya dapat mengikuti aturan 
yang berlaku karena sanksi diberlakukan untuk pihak yang tidak menjalankan apa 
yang diperintahkan oleh pihak yang memiliki wewenang. 
Adanya kondisi seperti yang dijelaskan di atas membuat pekerja mau tidak 
mau harus tunduk dengan segala perintah baik yang diberikan oleh pengusaha 
maupun mandor kepada mereka. Inilah yang membuat pihak subordinat sulit 
terlepas dari ketertindasan pihak superordinat. Dahrendorf (dalam Susilo, 2008) 
mengungkapkan bahwa serikat kerja dalam dunia industri membuat nasib pekerja 
semakin diperhatikan karena serikat pekerja berfungsi sebagai wadah yang 
membantu pekerja memecahkan permasalahan karena tanpa organisasi tersebut 
pekerja tidak memiliki kekuataan untuk memperjuangkan haknya. Tidak adanya 
wadah berupa serikat pekerja untuk menampung keluh kesah pekerja Pabrik 
Rokok Adi Bungsu terhadap tindakan mandor membuat konflik laten di kalangan 
pekerja kepada mandornya tidak dapat segera terpecahkan.  
Adanya konflik laten di kalangan pekerja dengan mandor berpotensi 
menimbulkan konflik terbuka dalam hubungan industrial antara pekerja dan 
mandor di Pabrik Rokok Adi Bungsu apabila konflik tersebut tidak segera 
diselesaikan. Pekerja akan menghimpun kekuatan untuk melakukan perlawanan 
melalui aksi protes apabila mereka benar-benar merasa tidak dapat menahan lagi 
kekecewaan akibat tindakan mandor yang dianggap membawa kerugian dalam 
pencapaian pendapatan pekerja. Kurangnya komunikasi terbuka antara pekerja 
borongan dan mandornya juga menjadi faktor tidak teridentifikasi masalah yang 
sedang terjadi sehingga kedua belah pihak seakan-akan dalam hubungan kerja 
yang baik-baik saja. 
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Dari beberapa penjabaran di atas dapat digarisbawahi bahwa wewenang 
yang digunakan oleh para mandor untuk memerintah bawahan sering 
memunculkan konflik, meskipun masih pada tataran konflik laten (tersembunyi). 
Secara kasat mata, hubungan kedua belah pihak terlihat tanpa konflik akan tetapi 
ketika ditelusuri para pekerja sering merasa jengkel ketika perintah yang diberikan 
oleh mandor terlalu berlebihan. Di sinilah kemudian muncul konflik laten antara 
pihak pekerja dan pihak mandor. 
Konflik laten antara pekerja borongan dengan mandor-mandornya 
disebabkan karena perbedaan kepentingan. Mandor berkepentingan untuk 
menguasai pekerja dengan berbagai perintahnya agar tunduk dan menuruti segala 
hal yang diinginkan oleh mandor. Sebagaimana yang diketahui bahwa mandor 
menginginkan rokok di kemas dengan baik sehingga mandor-mandor tersebut 
memberikan teguran apabila pekerja masih saja tidak mengemas rokok sesuai 
dengan keinginan mandor yang pada akhirnya mandor memberikan jatah 
pengerjaan rokok yang berbeda-beda kepada tiap pekerjanya yang disesuaikan 
dengan kemampuannya.  
Di sisi lain, setiap pekerja menginginkan jatah pengerjaan rokok tidak 
dikurangi agar pendapatan yang diperoleh secara maksimal. Perbedaan 
kepentingan inilah yang menyebabkan konflik. Sebagaimana yang diungkapkan 
oleh Dahrendorf (dalam Rizer, 2011) bahwa kepentingan pihak yang memiliki 
wewenang dengan pihak yang tidak memiliki wewenang memiliki arah yang 
bertentangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik kepentingan selalu hadir 
dan tidak dapat terhindarkan di antara pihak yang memiliki wewenang dalam 
kasus ini adalah mandor dan pihak yang tidak memiliki wewenang yaitu pekerja 
borongan.  
Tindakan mandor dalam memberikan jatah pengepakan rokok yang tidak 
merata kepada pekerja pengepakan ternyata tidak hanya menimbulkan konflik 
laten antara pekerja dengan mandor, namun juga menimbulkan konflik berjenis 
horizontal di kalangan sesama pekerja pengepakan. Hal tersebut menimbulkan 
kecemburuan sosial di kalangan pekerja pengepakan dalam kegiatan produksi. 
Kecemburuan inilah yang akhirnya menyebabkan terjadi konflik horizontal. 
Konflik yang terjadi di kalangan pekerja pengepakan termasuk tipe konflik laten 
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yaitu konflik yang tersembunyi karena pekerja yang merasa dirugikan tersebut 
tidak mengungkapkan secara terbuka kepada para pekerja yang diuntungkan 
dengan kebijakan mandor akan tetapi tersirat dari ungkapan-ungkapan pekerja 
dalam bentuk gunjingan.  
Pekerja yang dirugikan oleh kebijakan mandor tersebut merasa terdapat 
suatu ketidakadilan dalam kebijakan yang diberlakukan oleh mandor terkait 
kegiatan produksi. Konflik laten akibat kecemburuan sosial yang terjadi di 
kalangan pekerja ternyata tidak menimbulkan suatu protes kepada mandor akan 
tetapi menimbulkan kecurigaan-kecurigaan antara pekerja satu dengan yang 
lainnya seperti yang diungkapkan oleh pekerja di atas bahwa mandor seakan-akan 
pilih kasih dalam memperlakukan pekerja. Konflik laten yang terjadi 
sesungguhnya perlu segera diangkat ke permukaan agar dapat segera ditangani. 
Apabila konflik laten tetap dibiarkan maka dikhawatirkan akan merusak hubungan 
kerja sesama pekerja borongan yang dapat mengakibatkan kegiatan produksi tidak 
berjalan lancar. 
Konflik laten juga tidak hanya dialami oleh sesama pekerja borongan 
bagian pengepakan. Peneliti memperoleh temuan lapang bahwa terdapat konflik 
laten antara pekerja borongan dengan pekerja harian pasca terjadinya konflik 
terkait rencana penurunan THR karena pekerja harian tidak ikut dalam aksi 
demonstrasi yang dilakukan oleh pekerja borongan saat terjadinya konflik 
tersebut. Sesungguhnya para pekerja borongan merasa kesal kepada pekerja 
harian karena pekerja harian yang sama-sama merupakan pekerja kelas bawah 
seakan-akan tidak peduli dengan mereka yang sedang memperjuangkan THR. 
Kekesalan tersebut yang akhirnya membuat mereka mengungkapkan 
ketidaksukaan dengan tindakan pekerja harian semenjak terjadinya demonstrasi 
hingga saat ini. Kekesalan tersebut mengakibatkan konflik laten karena hal 
tersebut tidak secara terbuka diungkapkan kepada pekerja harian akan tetapi 
tersebar di sebagian besar pekerja borongan. Konflik tersebut dapat membuat 
hubungan di luar kegiatan produksi di pabrik menjadi kurang baik. 
Dapat diketahui bahwa banyak terjadi ketidakadilan, kesewenangan, dan 
kecemburuan sosial yang mengakibatkan konflik laten di Pabrik Rokok Adi 
Bungsu. Apabila konflik laten di kalangan pekerja tidak segera ditangani maka 
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hubungan industrial menjadi tidak harmonis dan menganggu proses produksi di 
pabrik tersebut. Jika hubungan industrial sudah tidak harmonis maka akan 
berdampak pada menurunnya rasa memiliki dan membutuhkan sesama teman 
kerja di dalam pabrik tersebut.  
Sebagaiman yang diungkapkan Fisher (dalam Susan, 2010) menyatakan 
bahwa konflik laten perlu diangkat ke permukaan karena memerlukan berbagai 
tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai akibat yang kemudian 
nantinya muncul. Pemupukan kekecewaan di beberapa pekerja yang merasa 
dirugikan ini dapat menimbulkan kesinisan dalam hubungan kerja dengan pekerja 
yang dianggap memperoleh beberapa keuntungan. 
Selain itu, konflik laten yang berjenis vertikal antara pekerja dan mandor 
apabila tidak segera diatasi penyebab terjadinya konflik dengan cara melakukan 
komunikasi dua arah maka dapat membawa dampak rusaknya hubungan industrial 
antar aktor yang terlibat dalam kegiatan produksi di Pabrik Rokok Adi Bungsu. 
Hal tersebut juga kemungkinan pekerja yang berada di pihak subordinasi akan 
menghimpun kekuataan kolektif untuk melakukan aksi protes terhadap segala 
perintah yang diberikan mandor kepada mereka yang dirasa berlebihan. Aksi 
protes yang biasa dilakukan oleh pekerja di pabrik tersebut adalah demonstrasi 
karena demonstrasi merupakan satu-satunya penekan pihak atasan agar tidak lagi 
melakukan hal-hal yang merugikan atau mengecewakan pekerja.  
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Dahrendorf (dalam Sutinah, 2009) 
bahwa ketidakpuasan bahkan kekecewaan akibat tindakan pihak yang memiliki 
wewenang akan hadir pada diri individu pekerja yang berada pada posisi 
subordinat dan masih berada pada tataran kepentingan semu kemudian menuju 
pada ketidakpuasan kolektif yang kemudian menciptakan kepentingan semu 
kolektif hingga menjadi kepentingan nyata. Setelah itu, mereka terorganisir dalam 
suatu kelompok kepentingan yang benar-benar sama yang pada akhirnya 
melakukan perlawanan kepada kelompok yang bertentangan dengan mereka. 
Kepentingan semu yang sudah menyebar di seluruh pihak subordinat akan dengan 
mudah menjadi kepentingan nyata karena pihak yang berada pada posisi 
subordinat mudah dirangsang untuk berfikir atau bertindak dalam hal kolektif 
(Miller dan Form, 1964). 
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Dapat disimpulkan dari beberapa hasil penelitian di atas terkait hubungan 
industrial pasca terjadinya beberapa konflik terbuka di Pabrik Rokok Adi Bungsu 
dapat digarisbawahi bahwa relasi dalam kegiatan produksi di perusahaan 
(industri) antara pihak yang memiliki wewenang dengan pihak yang tidak 
memiliki wewenang tidak dapat menjamin terhindar dari konflik. Peneliti 
memperoleh temuan penting bahwa konflik selalu menjadi bagian dalam 
hubungan industrial, tidak hanya melibatkan pekerja dengan pemilik pabrik 
namun juga bisa terjadi antara pekerja dengan mandor. Hal tersebut disebabkan 
karena relasi yang terbangun dalam kegiatan industri antara pekerja dan mandor 
merupakan relasi antara pihak yang memiliki wewenang dengan pihak yang tidak 
memiliki wewenang yang arah kepentingannya selalu bertentangan. Sehingga 
kerap kali kepentingan mereka bertentangan sebagaimana yang telah diuraikan 
sebelumnya.  
Konflik juga tidak dapat dihindari dalam hubungan industri antara pekerja 
satu dengan pekerja lainnya di Pabrik Rokok Adi Bungsu. Sebagaimana yang 
telah dijabarkan sebelumnya bahwa konflik laten yang terjadi antar pekerja 
borongan disebabkan karena kecemburuan sosial yang menyebar di kalangan 
pekerja borongan akibat ketidakadilan yang dilakukan oleh mandor. Selain itu 
juga terdapat konflik laten akibat kekecewaan yang dialami pekerja borongan 
dengan pekerja harian karena pekerja harian tidak ikut dalam aksi demonstrasi 
pekerja borongan.  
Dari beberapa konflik laten yang terjadi di Pabrik Rokok Adi Bungsu 
pasca terjadinya beberapa konflik terbuka di tahun 2011 dan 2012 dapat diperoleh 
proposisi teoritis bahwa konflik menjadi sesuatu yang wajar dan sering terjadi 
dalam hubungan industrial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dahrendorf 
(dalam Susilo, 2008) bahwa konflik merupakan sesuatu yang melekat dalam 
kehidupan sosial. Oleh karena itu, adanya relasi yang terbangun dalam suatu 
sistem tidak dapat menghindari terjadinya konflik di setiap waktu meskipun hanya 
pada tataran konflik laten karena konflik merupakan kenyataan sosial yang selalu 
berdialektik dalam suatu relasi sehingga siklusnya tak pernah berhenti. 
E. Kesimpulan 
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Penelitian ini mengkaji resolusi konflik yang ditempuh oleh pekerja dan 
pengusaha serta mengungkap hubungan industrial pasca resolusi konflik di Pabrik 
Rokok Adi Bungsu. Penelitian ini menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf 
sebagai pisau analisis dalam mengupas konflik kepentingan dalam hubungan 
industrial, upaya penyelesaian konflik kepentingan, serta hubungan industrial 
pasca resolusi konflik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Studi kasus yang digunakan adalah jenis studi kasus 
intrinsik, desain kasus tunggal terjalin serta model kajian tipe studi kasus 
deskriptif. 
Konflik yang terjadi di Pabrik Rokok Adi Bungsu merupakan konflik 
industrial. Dahrendorf melihat konflik merupakan fakta sosial yang tidak dapat 
dihindari antara pengusaha dan pekerja dalam suatu relasi industri. Hal tersebut 
dapat dilihat dari adanya konflik yang terjadi di Pabrik Rokok Adi Bungsu. 
Konflik disebabkan oleh tindakan pengusaha yang berencana menurunkan THR di 
tahun 2011 kemudian disusul lagi konflik di tahun 2012 akibat pengusaha 
menetapkan uang pesangon yang nominalnya tidak sesuai dengan harapan 
pekerja. Perbedaan kepentinganlah yang membuat konflik kembali terulang di 
pabrik tersebut meskipun dengan isu yang berbeda. 
Resolusi konflik di Pabrik Rokok Adi Bungsu terkait kasus rencana 
penurunan THR maupun penetapan uang pesangon dapat ditempuh melalui jalur 
bipartit dengan menerapkan demokrasi industri sehingga konflik tersebut dapat 
terselesaikan. Penerapan demokrasi industri di meja perundingan dapat dilihat dari 
beberapa hal berikut ini: pengusaha dan pekerja mengungkapkan secara terbuka 
mengenai apa yang sebenarnya mereka inginkan; kedua belah pihak yang terlibat 
kemudian melakukan upaya tawar-menawar secara kolektif; pengusaha dan 
pekerja berusaha untuk saling mengurangi tuntutan dengan mengedepankan 
prinsip saling memahami kondisi satu sama lain.  
Perubahan yang terjadi pasca resolusi konflik dapat dilihat dari adanya 
perbaikan pola pengambilan keputusan oleh pekerja dan pengusaha dalam 
musyawarah tahunan mengenai upah maupun THR. Keputusan yang diperoleh 
merupakan hasil perumusan dan kesepakatan bersama sehingga hal tersebut dapat 
meminimalisir terjadinya konflik seperti pada tahun-tahun sebelumnya karena 
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tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Mengacu pada kondisi tersebut dapat 
dikatakan bahwa konflik membawa perubahan menuju kondisi yang lebih baik 
seperti yang diidealkan oleh Dahrendorf.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan industrial pasca 
resolusi konflik antara pekerja dan pemilik pabrik dalam keadaan yang harmonis. 
Namun, terdapat beberapa konflik vertikal maupun horizontal yang bertipe laten 
terjadi antar aktor yang terlibat dalam kegiatan produksi pasca resolusi konflik. 
Konflik laten jenis vertikal terjadi antara pekerja borongan baik pengepakan 
maupun penggilingan dengan mandor-mandornya.  
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